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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2101/Pdt.G/2023/PA.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Cibadak  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  hakim  tunggal  telah

menjatuhkan  Putusan  sebagai  berikut  dalam  perkara  Cerai  Gugat yang

diajukan oleh:

xxx Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat;

melawan

xxx Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan Penggugat  dan  memeriksa  alat-alat  bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2023,

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal hari

24 Agustus 2023 dalam register perkara Nomor 2101/Pdt.G/2023/PA.Cbd, telah

mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada

tanggal  27  September  2020 di  Kantor  Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Cibadak,  Kabupaten  Sukabumi,  Provinsi  Jawa  Barat,  dengan  memenuhi

syarat  rukun  nikah,  sebagaimana  tertera  dalam  Kutipan  Akta  Nikah

Nomor:B-690/60/IX/2020 tertanggal 28 September 2020;

2. Bahwa  setelah  perkawinan  tersebut,  Penggugat  dengan  Tergugat

terakhir  tinggal  bersama  di  rumah  kediaman  milik  orangtua  Tergugat

yang beralamat di Kampung Pancalikan RT 001 RW 015, Desa Sekarwangi,

Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
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3. Bahwa  pada  mulanya  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun  dan

harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul)

dan  perkawinan  tersebut  telah  dikaruniai  seorang  anak  yang  bernama

Shidqia  Aleya  Putri  Mahendra  (Perempuan),  Tempat/Tgl  Lahir

Sukabumi,  06  Januari  2021,  Pendidikan belum sekolah,  diasuh oleh

Penggugat;

4. Bahwa  selama  berumah  tangga  dengan  Tergugat,  keadaan  tidak

selamanya  rukun  dan  harmonis,  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat sejak tanggal 07 April 2021, mulai goyah hal tersebut disebabkan

Tergugat terlibat kasus tidak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki

Narkotika golongan I  bukan tanaman dan telah di  vonis oleh Pengadilan

Negeri Sukabumi dengan  Hukuman 6 (enam) tahun  dan pidana denda

sejumlah  Rp.1.000.000.000,.  (satu  miliar  rupiah)  dengan  ketentuan

apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar,  maka  diganti  dengan  pidana

penjara  selama 4 (empat)  bulan,  berdasarkan Kutipan salinan Putusan

Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor:159/Pid.Sus/2021/PN.Skb  dan sejak

saat itu Tergugat tinggal  di  Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B

Sukabumi,  Jalan  Lettu  Bakri,  Kelurahan  Nyomplong,  Kecamatan

Warudoyong, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;   

5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah

berlangsung  lama,  Penggugat  berusaha  sabar,  tetapi  Tergugat  tidak

berusaha berubah dan merubah sifatnya, oleh karena itu Penggugat merasa

tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat dan sekarang Penggugat

tinggal  di  rumah  kediaman  milik  orangtua  Penggugat  sedangkan

Tergugat  tinggal  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS)  Kelas  II  B

Sukabumi;

6. Bahwa  konflik  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  kedua  pihak

keluarga  telah  berusaha  mendamaikan,  namun  usaha  tersebut  tidak

berhasil;
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7. Bahwa  gugatan  Penggugat  tersebut  telah  memenuhi  syarat  sesuai

ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa  atas  permasalahan  tersebut  di  atas  Penggugat  sudah  tidak

sanggup  lagi  untuk  mempertahankan  perkawinan  ini,  oleh  karena  itu

Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala  uraian  yang  telah  Penggugat  kemukakan,  Penggugat  mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c/q Hakim, untuk memanggil para

pihak yang bersengketa  pada suatu  persidangan yang ditentukan untuk  itu,

guna  memeriksa  dan  mengadili  gugatan  ini  dan  lebih  lanjut  berkenan

memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tanzil  Agusdi

Mahendra bin Elih Sumarlih) terhadap Penggugat (Resi Yulianti binti

Rohman);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU ; 

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Hakim berpendapat lain, mohon

Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa  pada  hari-hari  dan  tanggal  sidang  yang  telah  ditetapkan

Penggugat telah  hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat  tidak

pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa

atau  wakilnya  yang  sah  dan  tidak  ternyata  ketidakhadirannya  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi

dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan

jalan  memberikan  nasihat  kepada  Penggugat agar  bersabar  dan  tetap

mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  denganTergugat, akan  tetapi

tidak  berhasil.  Sedangkan  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;
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Bahwa  selanjutnya  Hakim  membacakan  surat  gugatan  Penggugat

dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap

mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan   Penggugat

tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan  Penggugat tersebut, jawaban  Tergugat  tidak

dapat  didengar  dalam  persidangan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;  

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA  Kecamatan  Cibadak,

Kabupaten Sukabumi,  Provinsi  Jawa Barat,  dengan memenuhi  syarat

rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:B-

690/60/IX/2020 tertanggal 28 September 2020, bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

2. Fotokopi  Petikan  Putusan  Nomor  159/Pid.Sus/2021/PN.Smi

tanggal  12  OKtober  2021,  yang  dikeluarakn  oleh  Pengadilan  Negeri

Sukabumi,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  lalu  oleh

Hakim diberi tanda P2;

Bahwa,  Penggugat  telah  memberikan bukti  Fotokopi  Petikan  Putusan

Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Smi tanggal 12 OKtober 2021, yang dikeluarakn

oleh Pengadilan Negeri  Sukabumi yang menyatakan Tergugat telah dipidana

selama 06 tahun, dan alat bukti tersebut telah memenuhi Undang-undang no 7

tahun 1989 Kompilasi Hukum Islam huruf c. Maka dengan itu Penggugat tidak

dibebankan lagi untuk mengajukan bukti lainnya; 

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  mencukupkan  alat  buktinya  dan

mengajukan  kesimpulan  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  tetap  pada

pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini,  cukup ditunjuk segala hal

sebagaimana  tercantum  dalam  berita  acara  sidang  perkara  ini,  yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditetapkan,  Penggugat  telah  datang  menghadap  sendiri  ke  persidangan

sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata

tidak pernah hadir  ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa

atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1),

126 HIR, gugatan Penggugat  diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya

Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis bukti P.1 dari Penggugat,

Hakim  menilai  bahwa  karena  alat  bukti  tersebut  merupakan  fotokopi  akta

autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim dapat menerimanya

sebagai alat  bukti  yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat

formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti

yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dan terbukti

Penggugat  dengan  Tergugat,  terikat  dalam  satu  perkawinan  yang  sah  dan

belum pernah bercerai, oleh karenanya  Penggugat dan  Tergugat, mempunyai

hak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  Penggugat  dihubungkan

dengan  bukti  P.2  dari  Penggugat,  maka  Majelis  telah  menemukan  fakta  di

persidangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah di Vonis pidana selama

06 tahun oleh Pengadilan Negeri Sukabumi;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf c

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi

Hukum Islam. 

Menimbang,  bahwa dalil-dalil  perceraian penggugat  beralasan hukum,

oleh karena itu Hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek

dan menjatuhkan talak satu ba’in shughra tergugat terhadap penggugat. 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
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Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009,  semua biaya yang timbul  dalam perkara ini

dibebankan kepada  Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar'i  yang berkaitan dengan perkara ini;;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;   

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;   

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Tanzil  Agusdi

Mahendra  bin  Elih  Sumarlih)  terhadap  Penggugat  (Resi  Yulianti  binti

Rohman);   

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp525000,00 ( lima ratus dua puluh lima ribu rupiah );  

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari

Selasa tanggal  05  September  2023 Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  19

Safar 1445 Hijriah, oleh Drs. M. Aminudin  sebagai Hakim Tunggal, putusan

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S. Ag  sebagai 

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. M. Aminudin
Panitera Pengganti,
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Jenal Mutakin, S. Ag

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp. 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp. 50.000,00

- Panggilan : Rp. 405.000,00

- PNBP Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 10.000,00

- PNBP Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00

-  Redaksi : Rp. 10.000,00

-  Meterai : Rp.            10.000,00  

J u m l a h : Rp. 525.000,00

( lima ratus dua puluh lima ribu rupiah )
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7


